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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat 

rahmat dan karunianyalah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dapat terlaksana dengan 

baik.Adapun isi dari Laporan Kegiatan ini adalah merupakan laporan 

pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.  

 Dalam pembuatan laporan ini, pengelola kegiatan mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dengan baik terlaksananya kegiatan 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 

Anggaran 2025 tersebut dan juga dalam penyelesaian laporan kegiatan ini. Pengelola 

juga menyadari dalam pembuatan laporan kegiatan ini masih belum sempurna, oleh 

karena itu tim pengelola mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang 

membangun sehingga dapat membantu kesempurnaan laporan ini. Harapan 

pengelola, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.  

 

                                                          Tanjungpinang, 31 Desember 2025 

                Pejabat Pembuat Komitmen, 

 

 

                                                    dr. Yosei Susanti, M.A.P 
           Pembina Tk.I (IV/b) 
                                         NIP 197709072006042027 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

    Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu 

Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain 

itu untuk meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan  tugas  di Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di 

Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.  

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan 

Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu untuk 

meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan  tugas  di Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di Lingkungan 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.  

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya yang lainnya seperti modal dan sarana prasarana kantor. Manusia merupakan 

sumber daya yang penting bagi lembaga karena manusia memiliki kemampuan untuk 

melakukan kerjasama, menyusun tujuan, dan bekerja untuk mencapai tujuan.  

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang 

mendayagunakan semua unsur Aparatur Sipil Negara yang ada, agar sarana dan 

prasarana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan 

prasarana kantor yang baik membutuhkan beberapa aspek yang salah satunya yaitu 

pengadaan dan pemeliharaan secara profesional.  

Seperti yang diketahui, sarana merupakan fasilitas yang secara langsung 

berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang 

pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di 

bidang pemerintahan dalam negeri.  
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Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, program 

dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk 

meningkatkan pelayanan dan kinerja yang berada di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau  maka dengan itu diperlukan tersedianya Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya. 

  

B. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan  tugas Aparatur Sipil Negara di 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

2. Tujuan Khusus 

 Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini bertujuan untuk 

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan beberapa aspek 

yang salah satunya yaitu pengadaan dan pemeliharaan secara profesional.  

 

C. RUANG LINGKUP 

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diselenggarakan 

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melalui metode E-Purchasing. 
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BAB II  

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG JASA MELALUI E-PURCHASING 

 

A. PERSIAPAN DOKUMEN E-PURCHASING 

Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah . untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 

selalu memanfaatkan keberadaan Katalog Elektronik beserta proses E-

Purchasing yang dimaksud sebagai media/platform dan altermantif proses 

pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan belanja kebutuhan peralatan kantor dan peralatan 

mesin lainnya. 

Guna melaksanakan pengadaan e-purchasing secara transparan dan 

terbuka serta efektif dan efisien perlu dilakukan persiapan dokumen belanja 

melalui e-purcahasing dalam beberapa tahapan yaitu 

1. Mereviuew kesusaian Rencana Umum Pengadaan 

Rencana Umum Pengadaan yaitu rencana yang berisi kegiatan dan 

anggaran pengadaan barang dan jasa. RUP merupakan instrumen penting 

untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Pada 

pelaksanan E-purchasing perlu memperhatikan kesusuaian RUP yang telah 

ditayangkan.Pada Pelaksanan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Terdapat 7 (tujuh) Paket Pekerjaan dengan total pagu Rp.249.770.200 (dua 

ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) 

Adapun rinciannya terdapat pada tabel 1. 

Nama Paket No ID RUP Pagu ( Rp) 

Belanja Modal Alat 

Pendingin 

51886346 20.803.600 

Belanja Modal 

Peralatan Studio Audio 

51886476 3.670.000 

Belanja Modal 

Peralatan Studio Video 

dan Film 

51886503 2.650.000 

Belanja Modal Personal 

Computer 

51886583 50.000.000 
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2. Dokumen Permohonan Belanja e Purchasing 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pengadan Barang Jasa Melalui Penyedia, 

mengamanatkan Bahwa Pelaksanaan E-Purchasing yang bernilai paling 

banyak Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat 

Pengadan yang telah di tunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Kepala 

Dinas Kesehatan Nomor 251/KPTS-5/I/2025 tentang Pejabat Pengadaan 

pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepuluan Riau 

Surat Permohonan belanja dari Pejabat Pembuat Komitmen ke pejabat 

pengadaaan telah disampaikan pada tanggal 14 Juni 2025 dengan 

melampirkan Dokumen Pelaksanaan Anggran Belanja Daerah tahun 2025 

dan Rencana Umum Pengadaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

B. PELAKSANAAN KONTRAK/SURAT PESANAN 

Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik menyatakan 

bahwa Apabila PPK/PP menyepakati hasil negosiasi maka PPK 

melanjutkan tahapan ke pembuatan dan penandatanganan Surat Pesanan 

dan Melanjutkan Proses E-purchasing katalog sesuai ketentuan yang 

berlaku.Nilai Kontrak/Surat Pesanan pada Sub Kegiatan Pengadaan dan 

Peralatan Mesin Lainnya sejumlah Rp.220.333.000 (Dua ratus dua puluh 

juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 88 % terealisasi dari jumlah total 

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

sejumlah Rp.249.770.200 (Dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus 

tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) Adapun Rekapan Kontrak/Surat Pesanan 

padaTabel 2. 

Paket Pekerjaan Nomor Surat Pesanan/ 
Kontrak 

Nlai (Rp) Nama 
Perusahaan 

Belanja Modal Alat 

Pendingin Sub Kegiatan 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Pada Dinas 

EP-
01K2PACN83YNW8K
PMHGSCNF9QE 

20.799.999 PT.Jaya 
Membangun 
Bersama 
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Kesehatan Provinsi 
Kepuluan Riau 

Belanja Modal 
Peralatan Studio Audio 
Sub Kegiatan 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Pada Dinas 
Kesehatan Provinsi 
Kepuluan Riau 

EP-
01K98RY8NEJNGZH
MRR21AXQVP0 

3.400.000 CV.Login 
Komputindo 

Belanja Modal 
Peralatan Studio Audio 
dan Film Sub Kegiatan 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Pada Dinas 
Kesehatan Provinsi 
Kepuluan Riau 

EP-
01K93PFEC9M9QR9
GJ45JMP37H4 

2.497.500 CV.Delta 
Kharisma 

Belanja Modal 
Personal Komputer  
Sub Kegiatan 
Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 
Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
Program Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah Pada Dinas 
Kesehatan Provinsi 
Kepuluan Riau 

EP-
01K9PW2C51926V4M
EBVCCS543 
 

49.950.000 CV.Login 
Komputindo 

 

C. SERAH TERIMA PEKERJAAN DAN DISTRIBUSI BARANG 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian Kedelapan Serah Terima Hasil 

Pekerjaan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi Setelah Pekerjaan selesai 100 % 

(seratus Persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, 

Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah 

terima barang/jasa, Ayat (2) yang berbunyi PPK melakukan pemeriksaan 
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terhadap barang/jasa yang diserahkan dan Ayat (3) yang berbunyi PPK dan 

Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. 

Setelah dilakukan penandatangan Berita Acara Serah Terima 

selanjutnya PPK menyerahkan Barang Kepada PA, Selaku Pengguna Barang 

melului Pengurus Barang Pengguna sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur 

Kepulauan Riau, Nomor 40 tanggal 02 Januari Tahun 2025, Tentang Pengurus 

Barang Pengguna untuk kemudian didistribusikan atau diserahkan kepada 

penanggungjawab barang sesuai dengan kebutuhan.Adapun Rekapan Berita 

Acara Serah Terima Pekerjaan dan Distribusi barang pada Tabel 3. 

Nama 
Barang 

Satua
n 

Volu
me 

Harga 
satuan 

(Rp) 

No Refrensi Dokumen BAST 

AC 
PANASONIC 
2 PK 
YN18AKJ + 
PEMASANG
AN 
 

Unit 
 

2 9.369.36
9 
 

1152/BAHP.SEKRE.DINKES/VI
II/2025 

GIMBAL DJI 
OSMO 
MOBILE 6-3 
AXIS 
STABILIZATI
ON 
 

Unit 
 

1 2.250.00
0 
 

1767/BAHP-
SEKRE.DINKES/XI/2025 

Mic Alctron 
BC800V2 
 

Set 
 

1 3.400.00
0 

1792/BAHP-
SEKRE.DINKES/XI/2025 

PC AIO 
Lenovo Neo 
50 A-
12SC0051ID 
 

Unit 
 

2 22.500.0
00 

1786/BAHP-
SEKRE.DINKES/XI/2025 
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BAB III  

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN 

A.  PERMASALAHAN 

Belanja daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan 

publik yang bertujuan untuk mendukung  pembangunan daerah dan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, 

sering muncul berbagai tantangan yang dapat menghambat penggunaan 

anggaran secara efektif dan efisien.Pemasalahan dalam pelaksanaan Sub 

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu masih tidak tepatnya 

dalam melakukan perencanaan dan tidak tersediannya barang yang 

diinginkan pada aplikasi SIPD dan Harga yang tercantum pada SIPD masih 

lebih tinggi di bandingkan pada harga marketplace lainnya. 

B. HAMBATAN  

  Dalam Pelaksaan Kegiatan Pengadaaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya terdapat Hambatan yaitu masih adanya Rasionalisasi 

Anggaran pada pertengahan tahun anggaran sehingga Pelaksanaan 

Kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara 

maksimal.pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

terdapat 1 Paket pekerjaan yang di Rasionalisasi yaitu pekerjaan Pengadan 

2 Unit AC Split 1 PK + Pemasangan dengan total pagu anggaran sebesar 

Rp.8.849.200 (Delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua 

ratus rupiah) atau 11,47 % dari Total Pagu Anggaran sub kegiatan Pengadaan 

Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.77.123.600 (Tujuh puluh tujuh juta 

seratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah). 
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BAB V PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan 

Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya disimpulkan telah berjalan dengan efektif 

hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi anggaran belanja sebesar Rp76.647.499 

(Tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan 

puluh sembilan rupiah ) atau 99,38 % dari total Pagu Belanja Anggaran sebesar 

Rp.77.123.600 (Tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus 

rupiah). 

B. SARAN 

Dalam Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya ini disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Untuk mengurangi hambatan dalam pengelolaan anggaran agar 

pemerintah lebih tepat lagi dalam menyusun target pendapatan supaya 

Rasionalisasi anggaran/Recofusing tidak terjadi pada saat Tahun Berjalan 

Anngaran Pendapatan Belanja Daerah. 

2. Perlu Menyusun kebutuhan belanja barang dari masing-masing seksi pada 

Dinas Kesehatan Provinsi Kebutuhan Barang 

3. Dalam menetapkan kebutuhan belanja barang perlu menyesuaikan pada 

harga yang tercantum pada SIPD,jika tidak sesuai dapat diusulkan Kembali  

SSH Pemerintah Provinsi Kepuluan Riau dan disesuaikan dengan harga 

terkini yang lebih relevan 

   Demikian laporan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. 

Mengetahui  

KPA Sub Kegiatan,   PPTK Sub Kegiatan 

  

 

dr. Yosei Susanti, M.A.P     Yessi Erfana, S.Kom 
NIP197709072006042027     NIP198407222006042010 
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LAMPIRAN : 

KERANGKA ACUAN KERJA  

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 

 APBD DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan 

Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu untuk 

meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan  tugas  di Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di Lingkungan 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.  

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan 

Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Selain itu untuk 

meningkatkan kinerja serta kelancaran penyelenggaraan  tugas  di Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Riau perlu dilakukan pelaksanaan rutinitas perkantoran di Lingkungan 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.  

Keberhasilan suatu lembaga dapat ditentukan dari pencapaian tujuan yang telah 

direncanakan. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya yang lainnya seperti modal dan sarana prasarana kantor. Manusia merupakan 

sumber daya yang penting bagi lembaga karena manusia memiliki kemampuan untuk 

melakukan kerjasama, menyusun tujuan, dan bekerja untuk mencapai tujuan.  

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang 

mendayagunakan semua unsur Aparatur Sipil Negara yang ada, agar sarana dan 

prasarana yang ada digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan 

prasarana kantor yang baik membutuhkan beberapa aspek yang salah satunya yaitu 

pengadaan dan pemeliharaan secara profesional.  

Seperti yang diketahui, sarana merupakan fasilitas yang secara langsung 

berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang 

pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak 
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langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi di 

bidang pemerintahan dalam negeri.  

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, program 

dan kegiatan yang bersifat rutinitas perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka untuk 

meningkatkan pelayanan dan kinerja yang berada di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau  maka dengan itu diperlukan tersedianya Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya. 

 

II. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan  tugas Aparatur Sipil Negara di 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

2. Tujuan Khusus 

Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini bertujuan untuk 

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan beberapa 

aspek yang salah satunya yaitu pengadaan dan pemeliharaan secara 

profesional.  

 

III. METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

dilaksanakan melalui metode E-Purchasing. 

 

IV. PENYELENGGARA 

Kegiatan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diselenggarakan oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. 

 

 

V. WAKTU 

1) Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan di Tanjungpinang, 

Provinsi Kepulauan Riau 

2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli s.d 

Desember 2025. 
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VI. SUMBER ANGGARAN 

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Riau sebesar Rp.77.123.600 (Tujuh puluh tujuh juta seratus dua 

puluh tiga ribu enam ratus rupiah). 

 

VII. PENUTUP 

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam 

penyelenggaraan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 

2025. 

      
   

     Tanjungpinang, 26 September 2024 
 

           Pengguna Anggaran 
 Dinas Kesehatan Provinsi  
 Kepulauan Riau, 

 
 
 
 
Dr. Moh. Bisri, SKM, M.Kes 
NIP. 197101091995011001 
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Dokumentasi Kegiatan : 
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